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ABSTRACT

Bureaucratic reform has become an important agenda in efforts to improve the performance and
effectiveness of government institutions in various countries, including Indonesia. The Ministry
of Transportation (Kemenhub) has been actively carrying out various organizational
transformation efforts to improve its performance and responsiveness to community needs since
2010. This reform process is based on the theory of organizational change, which emphasizes
the importance of commitment from all parties involved, support from organizational
leadership, and change that carried out gradually and measurably. Analysis of the
implementation of bureaucratic reform at the Ministry of Transportation shows that the steps
taken have provided positive results in improving operational efficiency and service quality in
the transportation sector. Commitment from all levels of employees, led by visionary leaders, is
the key to success in implementing these changes. However, there are still several challenges that
need to be overcome in continuing bureaucratic reform at the Ministry of Transportation.
Effective and efficient budget management remains a major concern, and a clear understanding
of the benefits of bureaucratic reform needs to be disseminated more widely. Open and ongoing
communication with stakeholders is essential to ensure continued support for the changes being
made. By strengthening commitment, developing human resources, and using information
technology more effectively, the Ministry of Transportation can continue to improve its
performance and services for the community in a continuously developing transportation
context.
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PENDAHULUAN (Menggunakan huruf kapital tebal, jenis font Calisto MT
ukuran 12)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia memiliki
peranan yang sangat vital dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan
meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia. Sebagai pihak yang
bertanggung jawab atas infrastruktur transportasi, Kemenhub turut mengawasi
pengembangan jaringan jalan, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api (Kemenhub,
2022).
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Peran infrastruktur dalam kemajuan nasionalisme dan persatuan bangsa sangatlah
penting. Infrastruktur dinilai dapat menjadi penunjang pembangunan karena
memiliki peran yang vital dalam mewujudkan pemenuhan hak dan kebutuhan
Masyarakat (Nugroho, 2021). Transportasi adalah salah satu infrastruktur yang
menjadi tulang punggung dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, integrasi
regional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia (SMI, 2022).
Transportasi yang efisien dan terjangkau memungkinkan mobilitas barang dan orang
yang lancar, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta memfasilitasi distribusi
produk-produk ekonomi (SMI, 2022).

Selain itu, infrastruktur transportasi yang berkualitas juga berperan dalam
memperkuat persatuan bangsa dengan mengurangi kesenjangan antar daerah dan
mempercepat pembangunan nasional (Kemenhub, 2020). Hal ini mencakup
pengembangan jaringan jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara yang
modern dan terintegrasi. Dengan infrastruktur transportasi yang baik, Indonesia
dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global, mendorong pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan, serta menciptakan kondisi yang mendukung
pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Melalui peran ini, Kemenhub
memberikan sumbangan penting dalam memperkuat ekonomi nasional dan
memperluas konektivitas sosial serta ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Keselamatan dalam transportasi menjadi fokus utama Kemenhub RI.
Dengan menerapkan standar keselamatan yang ketat dan mengawasi operasi
transportasi secara cermat, kementerian ini bertujuan untuk mengurangi risiko
kecelakaan dan melindungi para pengguna jalan. Langkah-langkah seperti inspeksi
berkala kendaraan, pemeliharaan infrastruktur, dan penegakan peraturan lalu lintas
menjadi bagian dari upaya-upaya Kemenhub untuk memastikan sistem transportasi
beroperasi dengan aman dan efisien (Medianti, 2019).

Kementerian Perhubungan juga berperan dalam mendorong inovasi dan
pembangunan berkelanjutan di sektor transportasi. Pengadopsian teknologi dan
praktik terbaik dalam manajemen transportasi adalah salah satu upaya Kemenhub
untuk meningkatkan efisiensi sistem transportasi serta mengurangi dampak

negatifnya terhadap lingkungan (Yuliastuti, 2021). Langkah ini sejalan dengan visi
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pemerintah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan
keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat.

Sayangnya, beberapa permasalahan muncul sehingga mempengaruhi
efektivitas kinerja Kemenhub. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh
Kemenhub adalah kurangnya alokasi anggaran yang memadai. Seperti pagu awal
anggaran Kemenhub pada tahun 2021 yaitu sebesar 45,66 triliun rupiah. kemudian
terdapat kebijakan pengurangan anggaran atau refocusing anggaran untuk
penanganan COVID-19 sebesar 14,27 triliun rupiah, sehingga anggaran yang didapat
pada tahun itu sebesar 34,24 triliun rupiah. (Situmorang, 2021). Hal ini pun
mempengaruhi struktur anggaran dan ruang fiskal Kemenhub dalam rangka
memenuhi program prioritas nasional yang diwajibkan (Situmorang, 2021). Pada
akhirnya, hal ini menghambat upaya Kemenhub dalam meningkatkan kualitas dan
efisiensi layanan transportasi, serta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan
akses transportasi yang lebih baik dan aman.

Inefisiensi kinerja angkutan barang di Indonesia pun menjadi salah satu
permasalahan yang dihadapi oleh Kemenhub. Permasalahan seperti over dimension
overload (ODOL), tingginya angka kecelakaan dan kriminalitas, kemacetan, dan
efisiensi perjalanan masih menjadi tantangan bagi Kemenhub. Salah satu penyebab
inefisiensi kinerja angkutan barang tersebut adalah karena masih didominasi melalui
jalan atau darat. Data dari Badan Pusat Statistik 2019 menyatakan, moda share
angkutan barang melalui angkutan jalan sebesar 87,57%, sedangkan angkutan laut
sebesar 12,16% dan angkutan perkertaapian hanya 0,26%. Sisanya terbagi dalam
angkutan udara serta angkutan sungai dan penyebrangan (Suprihatno, 2023).

Dalam artikel berjudul "Analisis Rencana Strategis Kementerian
Perhubungan dalam Tinjauan Pengarusutamaan Perubahan Iklim" yang ditulis oleh
Umiyatun Hayati Triastuti, dibahas tentang integrasi pengarusutamaan perubahan
iklim ke dalam perencanaan program pembangunan sektor transportasi di
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) (Triastuti, 2023). Melalui metode
triangulasi, penelitian ini menganalisis berbagai aspek terkait pengarusutamaan
perubahan iklim dalam rencana strategis Kemenhub. Rumusan masalah yang
diambil mencakup inklusi pengarusutamaan perubahan iklim dalam dokumen

Renstra Kemenhub, konsistensi kebijakan, pembobotan dalam arah kebijakan

30



Jurnal Academia Praja
Jurnal limu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024

program, integrasi sistem pelaporan, dan pengembangan kompetensi SDM terkait
isu perubahan iklim. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa meskipun
pengarusutamaan perubahan iklim sudah dimasukkan dalam dokumen Renstra
Kemenhub, masih diperlukan peningkatan pada level unit kerja eselon 1. Terdapat
juga kontradiksi dalam pola pikir kebijakan dan penetapan indikator kinerja terkait
pengarusutamaan perubahan iklim. Pembobotan terhadap pengarusutamaan
perubahan iklim masih dalam bentuk narasi kualitatif dan perlu dikembangkan lebih
detail. Integrasi sistem pelaporan dan monitoring sudah dilakukan, tetapi perlu
dukungan lebih lanjut dalam hal kelembagaan dan SOP yang terstandarisasi.

Triastuti menganalisis integrasi pengarusutamaan perubahan iklim ke dalam
perencanaan program pembangunan sektor transportasi di Kementerian
Perhubungan. Kontribusinya akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang
bagaimana aspek lingkungan dan perubahan iklim diintegrasikan ke dalam strategi
dan rencana kerja Kemenhub, yang dapat memperkaya pembahasan tentang kinerja
lembaga tersebut dalam konteks reformasi birokrasi. Triastuti menekankan integrasi
pengarusutamaan perubahan iklim dalam rencana strategis Kemenhub. Sedangkan
tulisan ini berfokus untuk mengevaluasi kinerja Kemenhub selama reformasi
birokrasi. Meskipun kedua topik tersebut berhubungan dengan manajemen dan
kinerja lembaga pemerintah, fokus yang berbeda tersebut akan memberikan sudut
pandang yang berbeda pula dalam analisis dan pembahasan.
METODE PENELITIAN

Pemilihan metode penelitian yang tepat merupakan langkah penting dalam
menjalankan sebuah penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah salah satu
pendekatan yang sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang
mendalam tentang fenomena sosial dan perilaku manusia. Dalam metode ini,
analisis data dilakukan dengan mendalam melalui pengamatan, wawancara, dan
analisis dokumen untuk memahami konteks dan makna di balik data yang diperoleh
(Creswell & Poth, 2017).

Dengan menggabungkan analisis data dari berbagai sumber dan melakukan
interpretasi yang kompleks, peneliti dapat mengungkap pola, tema, dan makna yang
terkandung di dalamnya. Dengan demikian maka metode ini dapat memberikan

kontribusi yang berharga dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman
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tentang bagaimana kinerja Kemenhub selama diterapkannya reformasi birokrasi
serta melihat langkah-langkah yang dapat dilakukan kedepannya demi
meningkatkan kinerja Kemenhub.

KERANGKA TEORI

Teori Perubahan Organisasi

Pada dasarnya, teori perubahan organisasi merujuk pada rangkaian konsep
dan prinsip yang digunakan untuk memahami, merencanakan, dan melaksanakan
perubahan dalam sebuah organisasi. Salah satu paradigma yang dominan dalam
teori perubahan organisasi adalah pendekatan John P. Kotter yang dikenal dengan
"Delapan Tahapan Perubahan". Menurut Kotter, perubahan organisasi yang sukses
melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur dan terarah (Kotter & Cohen,
2002).

Konsep Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda penting bagi pemerintah
Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini melibatkan serangkaian upaya untuk
melakukan perubahan mendasar dalam sistem dan proses kerja birokrasi guna
mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti transparansi, akuntabilitas, dan
responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Reformasi birokrasi juga mengedepankan prinsip-prinsip good governance
dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan. Ini termasuk transparansi,
akuntabilitas, partisipasi publik, dan keadilan dalam pengambilan keputusan.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan birokrasi dapat menjadi lebih
responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta dapat membangun
hubungan yang lebih baik dengan stakeholders’ yang terlibat (LAN RI, 2020).
PEMBAHASAN

Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda penting dalam
pembangunan sebuah negara. Hal ini juga berlaku di Indonesia, di mana reformasi
birokrasi telah menjadi fokus utama pemerintah sejak tahun 2010. Kementerian
Perhubungan (Kemenhub) sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki
peran strategis dalam pengembangan sektor transportasi, turut terlibat dalam upaya-

upaya reformasi ini. Sejak dimulainya reformasi pada tahun 2010, Kemenhub telah
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mengalami berbagai dinamika dan perubahan yang mencerminkan transformasi
dalam tata kelola dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Reformasi birokrasi di Indonesia, terutama di sektor transportasi yang
dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), telah menjadi fokus utama
sejak awal dekade 2010-an. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi memperkuat komitmen pemerintah untuk
meningkatkan kinerja sektor publik, dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Nur, 2020).
Evaluasi kinerja Kemenhub pada tahun 2010 mengidentifikasi sejumlah
permasalahan krusial yang perlu segera ditangani, termasuk kasus kecelakaan yang
menjadi sorotan publik.

Permasalahan Dalam Pengelolaan Anggaran

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Kemenhub adalah
tantangan dalam penyerapan anggaran. Pada tahun 2010, Kemenhub masih
menghadapi kendala dalam menyerap anggaran yang telah dialokasikan. Menurut
Menhub Freddy, penyerapan anggaran hingga Oktober masih rendah pada saat itu
karena berbagai kendala, seperti proses administrasi yang rumit (Kemenhub, 2010).
Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pengelolaan anggaran agar
proses penyerapan dana publik dapat berjalan lebih efisien.

Permasalahan lain yang memengaruhi pengelolaan APBN Kemenhub adalah
kendala dalam manajemen aset. Pada tahun 2014, manajemen aset menjadi salah
satu faktor penghambat bagi Kemenhub dalam meraih opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dalam audit keuangan. Kurangnya pemahaman tentang audit
keuangan di antara sebagian SDM Kemenhub juga menjadi masalah yang perlu
ditangani secara serius (Kemenhub, 2014).

Sedangkan selama beberapa tahun terakhir, Kemenhub juga menghadapi tren
penurunan pagu anggaran yang disediakan dalam APBN. Hal ini menjadi tantangan
tersendiri dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi yang
terus berkembang. Pada tahun 2024, Komisi V DPR RI mengesahkan pagu anggaran
Kemenhub sebesar Rp 38,47 triliun, namun tetap menghadapi tantangan dalam
memastikan penggunaan anggaran yang efektif (Kemenhub, 2023).

Pengelolaan SDM Berkualitas
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Sejak awal tahun 2010, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah
menghadapi tantangan yang signifikan dalam dinamika reformasi. Reformasi
birokrasi menjadi fokus utama untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang lebih
profesional dan efisien. Langkah-langkah yang diambil sejak saat itu mencakup
restrukturisasi organisasi, peningkatan kualitas layanan, dan pengembangan SDM
yang berkualitas (Kemenhub, 2017).

Pengembangan SDM menjadi aspek krusial dalam dinamika reformasi
Kemenhub. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan pegawai menjadi prioritas
untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam menghadapi tantangan yang
semakin kompleks di bidang transportasi (Armenakis, Harris, & Mossholder, 2007).
Peningkatan keterampilan teknis dan manajerial menjadi fokus utama guna
memastikan Kemenhub mampu bersaing dalam skala global dan memberikan
pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Dengan berbagai langkah dan inisiatif yang telah diambil sejak tahun 2010,
Kemenhub terus berkomitmen untuk menghadapi dinamika reformasi dengan baik.
Dengan fokus pada profesionalisme, transparansi, inklusivitas, dan teknologi,
Kemenhub bertujuan untuk menjadi pilar utama dalam pembangunan infrastruktur
dan pelayanan transportasi yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Capaian Kemenhub Sejak Reformasi Birokrasi

Sejak diberlakukannya reformasi birokrasi pada tahun 2010, Kementerian
Perhubungan (Kemenhub) telah mengalami transformasi yang signifikan dalam
upaya meningkatkan kualitas layanan publik di sektor transportasi. Reformasi ini
bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja instansi pemerintah, meningkatkan
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta memberikan pelayanan yang lebih
baik kepada masyarakat.

Salah satu aspek penting dari reformasi birokrasi adalah inovasi dalam
manajemen sumber daya manusia (SDM). Kemenhub telah melakukan berbagai
langkah untuk meningkatkan kualitas SDM, termasuk peningkatan kapasitas melalui
pelatthan dan pengembangan, penerapan sistem merit dalam rekrutmen dan
promosi, serta peningkatan kesejahteraan pegawai. Hal ini bertujuan untuk

memastikan bahwa SDM Kemenhub memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi
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dalam menjalankan tugasnya (Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian
Perhubungan, 2020).

Salah satu langkah konkret yang diambil oleh Kemenhub dalam
meningkatkan kualitas SDM adalah dengan merumuskan Road Map Reformasi
Birokrasi. Road Map ini menjadi panduan strategis bagi Kemenhub dalam
mengimplementasikan berbagai program reformasi, termasuk dalam pengelolaan
SDM. Dokumen ini mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen perubahan
hingga penataan sistem manajemen. Implementasi Road Map Reformasi Birokrasi
menunjukkan komitmen Kemenhub untuk terus melakukan perbaikan dalam
berbagai bidang, termasuk manajemen SDM (Kemenhub, 2022).

Lebih lanjut, Kemenhub secara teratur menyelenggarakan pertemuan pers
untuk memaparkan capaian prestasi selama periode tertentu. Dalam pertemuan
tersebut, Kemenhub mengungkapkan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk
meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas birokrasi, termasuk inisiatif-inisiatif
yang berkaitan dengan manajemen SDM. Ini mencerminkan transparansi dan
akuntabilitas Kemenhub dalam melaksanakan reformasi birokrasi (Fadilah, 2023).

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Indonesia tidak hanya berfokus
pada penyediaan layanan transportasi, tetapi juga telah aktif memperkuat
mekanisme keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan
kebijakan (Kemenhub, 2010). Dengan menerapkan prinsip good governance,
Kemenhub telah melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan
transparansi dalam penggunaan anggaran. Selain itu, mereka secara rutin melakukan
audit internal dan eksternal, menciptakan lapisan pengawasan yang kuat terhadap
pengelolaan keuangan.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga
menjadi fokus Kemenhub. Mereka telah aktif menggandeng masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan terkait kebijakan dan proyek-proyek strategis (Dirjen
Perhubungan Laut, 2019). Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa
suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan yang
diimplementasikan.

Selain pencapaian langsung dalam penyelenggaraan layanan publik,

Kemenhub juga aktif dalam membangun kolaborasi dan sinergi dengan berbagai
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pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Hal ini
bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan sektor transportasi berkelanjutan
dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui kerjasama lintas sektoral,
Kemenhub dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan menghadirkan
solusi yang lebih efektif dalam memecahkan berbagai masalah transportasi yang
kompleks (Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan, 2020).

Terakhir, Kemenhub terus mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui pengembangan aplikasi mobile,
sistem informasi geografis (SIG), dan platform daring lainnya, Kemenhub dapat
memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan akurat kepada masyarakat. Hal
ini membantu mempercepat aksesibilitas dan efisiensi dalam sektor transportasi,
serta meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan (Kemenhub, 2013).
Implementasi Teori Perubahan Organisasi dalam Praktik

Teori perubahan organisasi memberikan landasan yang kuat bagi
implementasi reformasi di Kemenhub. Konsep-konsep seperti komitmen dari semua
pihak terlibat, dukungan pimpinan organisasi, dan perubahan bertahap menjadi
pedoman utama. Dukungan dari seluruh jajaran pegawai, dipimpin oleh pemimpin
yang visioner, menjadi kunci keberhasilan dalam menerapkan perubahan tersebut
(Armenakis, Harris, & Mossholder, 2007).

Dalam konteks reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan
(Kemenhub), teori perubahan organisasi menjadi sebuah landasan yang penting dan
relevan. Teori ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk
memahami, merencanakan, dan mengimplementasikan perubahan organisasional.
Konsep-konsep dalam teori perubahan organisasi memberikan panduan yang
berharga bagi Kemenhub dalam menjalankan proses reformasi dengan lebih efektif.

Implementasi perubahan secara bertahap dan terukur juga merupakan prinsip
yang penting dalam teori perubahan organisasi. Perubahan yang dilakukan secara
bertahap dapat membantu mengurangi resistensi dari pegawai dan memastikan
keberhasilan perubahan dalam jangka panjang (Cameron & Green, 2015).
Kemenhub harus merencanakan perubahan mereka dengan cermat, membaginya
menjadi langkah-langkah yang terukur, dan memberikan waktu yang cukup bagi

pegawai untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.
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Pengembangan kapasitas SDM juga menjadi fokus utama dalam reformasi
birokrasi Kemenhub. Pengembangan keterampilan dan peningkatan kapasitas SDM
adalah faktor kunci dalam keberhasilan perubahan organisasi (Buchanan & Badham,
2008). Kemenhub harus menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan
yang sesuai untuk pegawai mereka, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan
dan tuntutan baru yang muncul sebagai akibat dari perubahan organisasi.

Tantangan dalam pengelolaan anggaran juga perlu diatasi dengan cermat.
Keuangan yang baik merupakan faktor penentu dalam keberhasilan perubahan
organisasi. Kemenhub harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk
reformasi birokrasi digunakan secara efisien dan efektif, dengan memperbaiki proses
administrasi dan manajemen aset yang ada (Beer & Nohria, 2000).

Terakhir, penting bagi Kemenhub untuk memperhatikan faktor-faktor yang
mempengaruhi penerimaan perubahan oleh pegawai dan stakeholders lainnya.
Pentingnya komunikasi yang efektif, keterlibatan pegawai dalam proses perubahan,
dan pemahaman yang jelas tentang alasan dan manfaat perubahaan demi
memberikan pandangan yang jelas kepada para aktor yang bersangkutan (Kotter &
Cohen, 2002). Kemenhub perlu melakukan komunikasi yang terbuka dan terus
menerus dengan seluruh pihak terkait, serta melibatkan mereka secara aktif dalam
perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip teori
perubahan organisasi, Kemenhub dapat meningkatkan efektivitas dan kinerjanya
dalam menyelenggarakan pelayanan publik di sektor transportasi. Reformasi
birokrasi yang berhasil dapat membawa dampak yang signifikan bagi kemajuan dan
pembangunan negara secara keseluruhan.

SIMPULAN

Dari analisis yang mendalam terhadap implementasi reformasi birokrasi di
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan menggunakan teori perubahan
organisasi, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah reformasi tersebut telah
memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas
lembaga dalam menyelenggarakan pelayanan publik di sektor transportasi. Sejak
awal dekade 2010-an, Kemenhub telah berkomitmen untuk melakukan transformasi

organisasional yang lebih baik, dan pendekatan ini telah terbukti berhasil dengan
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sejumlah prestasi yang telah diraih, termasuk peningkatan efisiensi operasional,
peningkatan kualitas layanan, dan penggunaan teknologi informasi yang lebih
canggih. Salah satu faktor utama yang mendasari kesuksesan reformasi ini adalah
penerapan prinsip-prinsip teori perubahan organisasi, yang menekankan pentingnya
komitmen dari semua pihak yang terlibat, dukungan dari pemimpin organisasi, dan
perubahan yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

Selain itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi fokus
utama dalam upaya meningkatkan kinerja Kemenhub melalui reformasi birokrasi.
Pelatihan dan pengembangan keterampilan telah dilakukan secara terus-menerus
untuk memastikan bahwa pegawai memiliki kemampuan yang sesuai dengan
tuntutan perubahan zaman. Dengan meningkatkan kompetensi pegawai, Kemenhub
dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dalam
dunia transportasi yang terus berkembang. Penerapan teori perubahan organisasi
juga telah memperkuat penggunaan teknologi informasi dalam operasional
Kemenhub. Dengan memanfaatkan aplikasi mobile, sistem informasi geografis
(SIG), dan platform daring lainnya, Kemenhub dapat mempercepat aksesibilitas dan
efisiensi dalam penyelenggaraan layanan transportasi, serta memperkuat
konektivitas antara berbagai pihak yang terlibat dalam sistem transportasi nasional.

Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan, masih terdapat beberapa
tantangan yang perlu diatasi dalam melanjutkan reformasi birokrasi di Kemenhub.
Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien tetap menjadi perhatian utama,
mengingat sejumlah besar dana yang dialokasikan untuk mendukung operasional
Kemenhub. Penting bagi Kemenhub untuk terus memperbaiki proses administrasi
dan manajemen aset guna memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat
digunakan secara optimal.
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